¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail :set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 26 September 2024

Nomor 484/PM.03.02/K/09/2024

Sifat Penting

Lampiran Do

Perihal Imbauan Terkait Bahan Kampoanye dan

Alat Peraga Kampanye

Yth. Sdr. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2107

tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024, serta dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan
Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, bersama ini kepada
Saudara disampaikan hal sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang :

Pasal 63

ayat (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari
pendidikan politik masyarakat yang
dilaksanakan secara bertanggung jawab.

ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau
pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
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ayat (3)

Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh
KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan
memperhatikan usul dari pasangan calon.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 18
ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal 24

ayat (1)

ayat (2)

Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka dan dialog;

c. debat publik atau debat terbuka antar-
Pasangan calon;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada
umum;

e. pemasangan alat peraga;

iklan media massa cetak dan media massa

elektronik; dan/atau

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

—

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ sampai dengan huruf f difasilitasi
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang didanai anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b didanai dan
dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan/atau Pasangan Calon.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan
dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan/atau Pasangan Calon.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran
bahan Kampanye kepada umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.

Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. selebaran;

b. brosur;



ayat (3)

ayat (4)

Pasal 25
ayat (1)

ayat (3)

Pasal 27
ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal 37
ayat (1)

c. pamflet; dan/atau
d. poster.

Desain pada bahan Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
materi Kampanye dan program Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dan ayat (2).

Desain pada bahan Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon
dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas
penghubung Pasangan Calon.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
mencetak bahan Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) secara
kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada
daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan
Calon.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye
yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon
dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
memfasilitasi pelaksanaan metode
pemasangan alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf e.

Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. reklame;

b. spanduk; dan/atau

¢. umbul-umbul.

Desain pada alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat materi Kampanye dan program
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

Desain pada alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,



ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal 38
ayat (1)

ayat (2)

dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye
tambahan.

Pencetakan bahan Kampanye tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim
Kampanye, dengan ketentuan:

a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan
ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi
oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota; dan

b. bahan Kampanye dapat dicetak paling
banyak 100% (seratus persen) dari jumlah
yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota kepada setiap
Pasangan Calon.

Penambahan bahan Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye dalam melakukan
penambahan bahan Kampanye memedomani
Keputusan KPU Provinsi  dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan
mencetak bahan Kampanye selain yang
difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) meliputi: a. pakaian; b.
penutup kepala; c. alat makan/minum; d.
kalender; e. kartu hama; f. pin; g. alat tulis; h.
payung; i. stiker paling besar ukuran 10 cm
(sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter);
dan/atau j. atribut Kampanye lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap bahan Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai:

a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk
uang;

b. sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan  yang  mengatur
mengenai  standar biaya masukan;
dan/atau



c. harga yang wajar.

Pasal 39

ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga
Kampanye tambahan.

ayat (2) Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye,
dengan ketentuan:

a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai
dengan ukuran alat peraga Kampanye
yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota; dan

b. alat peraga Kampanye dapat dipasang
paling banyak 200% (dua ratus persen)
dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Bawaslu
Kabupaten Bengkalis mengimbau serta mengingatkan kepada Saudara Ketua dan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

1.

2.

Bahan Kampanye :

1.1 Memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada
umum sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;

1.2 Mencetak bahan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 secara
kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk
seluruh Pasangan Calon;

1.3 Menetapkan ukuran, jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi
untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten
Bengkalis;

1.4 Berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui
petugas penghubung mengenai desain bahan Kampanye yang harus
disampaikan kepada KPU, paling sedikit memuat materi Kampanye dan
program Pasangan Calon.

Alat peraga Kampanye :

2.1 Memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;

2.2 Menetapkan ukuran dan jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.3 Berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui
petugas penghubung mengenai desain alat peraga Kampanye yang harus



disampaikan kepada KPU, paling sedikit memuat materi Kampanye dan
program Pasangan Calon..

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

USMAN

TembusanYth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip



